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HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KENDARI
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomer : S- 33T /PK2019
Tanggal : \\ Ceplevnioes 2019

" Keterangan

1 Nama
2 Objek Pasal 42A Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adafah pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.
(2) Tidak termasuk cbiek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP);
b. kegiatan pengambilan danfatau pengusahaan Sarang Burung Walet
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. | Subjek Pasal 428 Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung
Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan danfatau mengusahakan Sarang Burung Walet.

4. Dasar Pengenaan

Pasal 42C

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang
Burung Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang
Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume
Sarang Burung Walet.

Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009

5. Tarif

Pasal 42C

(3) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).

Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009
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6. Cara Penghitungan Pajak Pasal 42D - Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.

(1) Besaran pockok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 42C
ayat (3) Dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42C ayat (2)

(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kota
Kendari.

7. | Wilayah Pemungutan
8. | Masa Pajak

9. Penetapan -

10. | Tata Cara Pembayaran dan -
Penagihan

11. | Kedaluwarsa

12. | Sanksi:
a. Administratif

b. Pidana &
13. | Tanggal Mulai Berlakunya. Pasal Il - Telah sesuai dengan UU
Nomer 28 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Kendari.
Pasal 2 = Telah sesuai dengan UU

14. | Lain-lain
Nomor 28 Tahun 2009.

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir; ,
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ajak Air Tanah;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
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